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ABSTRACT 

 This study aims to determine the process of planning, implementation, administration, reporting 

and accountability. The Village Revenue and Expenditure Budget is in accordance with the 

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning village financial 

management. This study is a type of qualitative descriptive research using primary data and 

secondary data, where the primary data is in the form of direct observation results in the form of 

interviews regarding the planning, implementation, administration, reporting and accountability 

of the Village Budget of Patumbak Marindal II Village, Deli Serdang District in 2023 while the 

secondary data from this study were obtained from documents of the Patumbak Marindal II Village 

government, Deli Serdang District. This data was obtained from available documents. This study 

uses data analysis techniques by means of data consistency and data presentation and drawing 

conclusions. The results of this study indicate that the management of the Village Budget of 

Patumbak Marindal II Village, Deli Serdang District, including planning, implementation, 

administration, reporting and accountability has been carried out in accordance with the 

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. 

 

Keywords: APBDes; Village Financial Management; Budget Transparency; Village 

Accountability; Minister of Home Affairs Regulation 20/2018 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan 

data sekunder, dimana data primer berupa hasil observasi langsung berupa wawancara mengenai 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Desa Patumbak Marindal II Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 

sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Desa 

Patumbak Marindal II Kabupaten Deli Serdang. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

tersedia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara konsistensi data dan 

penyajian data serta penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Patumbak Marindal II Kabupaten Deli Serdang yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. 

 

Kata Kunci: APBDes; Pengelolaan Keuangan Desa; Transparansi Anggaran; Akuntabilitas 

Desa; Permendagri 20/2018 

 

 

PENDAHULUAN 

Desa merupakan unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, 
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menjadi fokus utama pembangunan pemerintah karena mayoritas wilayah Indonesia berada di 

pedesaan. Membangun desa berarti meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduk 

Indonesia. Sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, desa perlu 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberhasilan desa dalam mengelola 

urusan pemerintah pusat dan daerah diukur dari kualitas APBDes, yang terlihat melalui 

pelaksanaan strategi dan program pengembangan desa. 

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang bertanggung jawab di bidang 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk menjaga ketertiban dan 

menumbuhkan semangat pembangunan. Meskipun ada perencanaan dan pengawasan yang baik, 

keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan dana yang memadai dan 

pengelolaannya yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan dapat diukur dari 

pengelolaan keuangan pemerintah desa. Dalam menyusun dan mengelola anggaran, kepala desa 

dibantu oleh badan yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai peraturan. 

Proses pembangunan, terutama di bidang keuangan, harus dikelola oleh aparat desa bersama 

masyarakat untuk mencegah terhambatnya pembangunan. 

Dalam penyelenggaraan ini Kepala desa bertanggungjawab atas Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dan melalui Camat, menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan kepada Bupati. 

Desa sangat penting untuk keberhasilan pemerintahan negara dan pelaksanaan demokratis. Untuk 

mewujudkan kehidupan demokratis, peran dan masyarakat desa sangat dibutuhkan. Selain itu, 

kepala desa juga dibantu oleh sekretaris desa, yang merupakan posisi penting di masyarakat. 

Sekretaris desa harus melakukan dua tugas, yaitu mengelola administrasi pemerintahan dan 

memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Proses pelaksanaan APBDes di setiap desa berbeda, tergantung pada visi dan misi 

pemerintah desa dan aspirasi masyarakatnya. Proses pelaksanaan APBDes bervariasi di setiap desa, 

tergantung pada visi dan misi pemerintah desa serta aspirasi masyarakat. Setiap tahun, anggaran 

memiliki target pembangunan tertentu. Banyak desa mengeluhkan keterbatasan keuangan, di mana 

APBDes sering tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Penyebabnya meliputi ukuran 

APBDes yang kecil, ketergantungan pada bantuan yang minim, kesejahteraan masyarakat yang 

rendah, dan kurangnya dana operasional untuk pelayanan. 

Meskipun APBDes ini dibuat berdasarkan Perda Kabupaten, prioritas yang diberikan 

kepada setiap desa dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan riil dan potensi setiap desa, yang 

harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, APBDes yang diharapkan ini bersifat 

partisipatif. Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah penting karena 

pembangunan desa sangat memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif. Sangat penting bagi 

masyarakat untuk berpartispasi dalam proses perencanaan dan implementasi program 

pembangunan di desa. Oleh karena itu, penilaian terhadap aparatur desa tidak mempengaruhi upaya 

mereka untuk melaksanakan tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

melaksanakan pembangunan.  

Desa Patumbak merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang 

berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa Patumbak Marindal II, anggaran APBDes 

tahun 2023 memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.903.593.000 dan belanja sebesar Rp. 1.920.255.456. 

Berdasarkan data tersebut belanja lebih besar dari pada pendapatan sehingga terjadi defisit sebesar 

Rp.16.662.456. Terjadinya defisit anggaran APBDes tahun 2023 di Desa Patumbak Marindal II 

apakah diakibatkan karena pengelolaan APBDes yang tidak baik, berdasarkan hal tersebut maka 

diperlukan analisis pengelolaan anggaran APBDes dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Desa 

 Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat. (L. Lestari, A. Miftah, 2023) 
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Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Anggaran adalah  suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh 

organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat 

atau ativitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana 

pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun 

menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Pendapatan Desa adalah semua 

penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu 

dikembalikan oleh desa.  Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja 

merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun anggaran berikutnya. 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa 

adalah hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggunggungjawaban dengan 

periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari dengan 31 Desember. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Patumbak 

Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Mengenai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun 2023.  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian. Sumber data 

primer yaitu data yang secara langsung dari penelitian melalui wawancara yaitu Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Bendahara Desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman 

kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang tersedia di Desa Patumbak Marindal II Kecamatan Patumbak Kecamatan Deli Serdang. 

Teknik Analisis Data 

1. Konsistensi Data yaitu pada tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengetahui  

apakah data yang diperoleh sudah konsisten terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

kepada responden. 

2.  Penyajian Data yaitu menghitung proporsi jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang 

telah diberikan peneliti kepada responden. 

3. Penarikan Kesimpulan untuk mengetahui analisis pengelolaan APBDes Desa Patumbak 

Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang penulis menuangkan dengan teknik 

deskriptif yaitu persentase rata-rata. Untuk mencari rata-rata maka menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 
Keterangan: 

P: Presentase         F: Frekuensi       N: Total Jumlah 

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot masing-masing pilihan yaitu :  

Tabel 3.1 Bobot jumlah responden 

No  Jawaban  Skor  

1 Ya 1 

https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14656
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2 Tidak 0 

           Sumber: (L. Richter, A. Carlos, 2022a) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Marindal II Kecamatan 

Patumbak Kabupaten Deli Serdang secara teknis  diatur sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap 

pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

dengan informan yang telah ditentukan yaitu Kepala desa, Sekretaris desa dan Kaur Keuangan. 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARINDAL-II KECAMATAN 

PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG 

TAHUN ANGGARAN 2023 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 

PENDAPATAN  

Pendapatan Transfer 2.000.297.000,00 1.994.585.000,00 

Dana Desa 1.282.305.000,00 1.282.305.000,00 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 193.600.000,00 193.600.000,00 

Alokasi Dana Desa 524.392.000,00 518.680.000,00 

Pendapatan Lain-lain 0 533.212,00 

   

JUMLAH PENDAPATAN 2.000.297.000,00 1.995.118.212,00 

BELANJA     

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa 856.873.956,00 840.259.456,00 

Bidang Pelaksanaan Kemasyarakatan 447.733.491,00 433.017.000,00 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 279.287.000,00 276.287.000,00 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 303.465.009,00 287.395.009,00 

Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat 

dan Mendesak 129.600.000,00 129.600.000,00 

JUMLAH BELANJA 2.016.959.456,00 1.966.558.465,00 

Surplus/Defisit -16.662.456,00 28.559.747,00 

PEMBIAYAAN     

Penerimaan Pembiayaan 16.662.456,00 16.662.456,00 

SILPA Tahun Sebelumnya  16.662.456,00 16.662.456,00 

SILPA Tahun Sebelumnya 16.662.456,00 16.662.456,00 

JUMLAH PEMBIAYAAN 16.662.456,00 16.662.456,00 

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN   -45.222.203,00 

Sumber: arsip desa 

 

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan APBDes 

Wawancara di Desa  Marindal  II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Deli Serdang, 

tahap perencanaan ini dimulai dengan melakukan Pramusrembangdesa. 

Hasil kuesioner adalah 5+5+5=15                        N =15 

Responden =3                                                      Jumlah Pernyataan =5 

Frekuensi =15                                                        

                                                                      = 100% 

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan APBDes 

https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14656
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Wawancara tahap pelaksanaan APBDes di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak 

Kabupaten Deli Serdang ,yaitu serta adanya penerimaan dan pengeluaran desa yang 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  

Hasil kuesioner adalah 5+5+5=15                      N  =15 

Responden =3                                                     Jumlah pernyataan =5 

 Frekuensi =15                                                       

                                                                    = 100h=100% 

3. Tahap Penatausahaan 

Tahap penatausahaan di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, 

bahwa Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan 

kepada sekretaris desa, dan sekretaris desa melakukan dan melaporkan verifikasi, evaluasi 

dan analisis atas laporan keuangan tersebut.  

Hasil kuesioner adalah 5+5+5=15                    N =15 

Responden =3                                                   Jumlah pernyataan =5 

Frekuensi =15                                             

                                                                    = 100% 

4. Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan di Desa Marindal-II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang 

bahwa . Laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi kegiatan dan anggaran belanja dan 

anggaran pembiayaan. 

Hasil Penelitian adalah 4+4+4=12                         N =12 

Responden =3                                                         Jumlah pernyataan =4 

Frekuensi =12                                                          

                                                                                         = 100% 

5. Tahap Pertanggungjawaban 

Pada tahap pertanggungjawaban di Desa Marindal-II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli 

Serdang bahwa pada tahap ini pelaksanaan APBDes sudah diinformasikan kepada 

masyarakat melalui media informasi yang mudah  diakses masyarakat yaitu baliho. Serta 

laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah dilaporkan kepada Bupati/Walikota 

melalui camat setiap akhir tahun. 

Hasil kuesioner adalah 4+4+4=12                                      N = 12 

Responden =3                                                                     Jumlah pernyataan =4 

Frekuensi =12                                                                     

                                                                                            = =100% 

Berdasarkan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan, diperoleh kesimpulan jawaban responden 

atas kuesioner yang diberikan. Dengan hasil kuesioner yaitu: 

Jawaban keseluruhan 15+15+15+12+12=69                           N  =69                                                        

Responden   = 3                                                 Jumlah pernyataan =3 

Frekuensi    = 69                                                 

                                                                                                      = 100% 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil  analisis terhadap tahap pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari tahap 
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perencanaan,pelaksanan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, bahwa tahapan 

tersebut sudah terlaksanakan dengan baik. 
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